BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1.

Virtual YouTuber tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum
yang dapat dipidana dalam tindak pidana pelecehan seksual karena
hanya merupakan persona virtual yang tidak memiliki fisik, kehendak,
maupun kesadaran yang mandiri. Avatar digital tidak memenuhi unsur
kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana serta tidak dapat
membentuk kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa). Pemisahan
antara identitas virtual dan identitas asli yang dibangun dalam ekosistem
VTuber merupakan konstruksi artistik dan bisnis yang tidak mengubah
kedudukan hukum pelaku yang sebenarnya. Subjek hukum yang dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana adalah talent sebagai manusia
alamiah (natuurlijk persoon) yang secara nyata mengoperasikan avatar.
Seluruh kehendak, perbuatan, dan akibat hukum yang timbul bersumber
dari tindakan fisik dan mental talent, meskipun identitasnya disamarkan
melalui lapisan anonimitas. Berdasarkan Pasal 20 huruf (a) KUHP,
talent berkedudukan sebagai pelaku yang melakukan sendiri tindak
pidana, sehingga seluruh elemen pertanggungjawaban pidana melekat

secara penuh padanya.
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2. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pelecehan seksual dalam
ekosistem Virtual YouTuber bertumpu pada tiga lapisan subjek hukum,
yaitu talent sebagai pelaku utama, agensi sebagai korporasi, dan
platform digital sebagai pihak komplementer, dengan dasar dan
mekanisme yang berbeda. Talent sebagai manusia alamiah menjadi
subjek utama karena memiliki kehendak dan kendali atas konten yang
dihasilkan, dengan pembuktian unsur kesalahan yang dapat ditelusuri
melalui jejak digital seperti rekaman konten, pola perbuatan, dan
komunikasi terkait. Berdasarkan Pasal 20 huruf (a) KUHP, talent
berkedudukan sebagai pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana.
Ketentuan yang dapat diterapkan meliputi Undang-Undang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual sebagai lex specialis serta KUHP apabila
relevan. Agensi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai
korporasi apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha,
memberikan keuntungan, atau terjadi karena kelalaian dalam
pencegahan. Agensi berkedudukan sebagai korporasi berdasarkan Pasal
45 KUHP dengan pertanggungjawaban pidana yang bersifat mandiri,
berdiri sendiri atas dasar kegagalan pengawasan dan pencegahan, bukan
atas dasar penyertaan terhadap tindak pidana pelecehan yang dilakukan
talent. Pengurus agensi yang mempunyai kedudukan fungsional
berkedudukan sebagai pembuat fungsional atas tindak pidana korporasi
tersebut berdasarkan Pasal 46 KUHP. PSE yang mengelola platform

digital juga tidak berkedudukan sebagai peserta dalam tindak pidana
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pelecehan yang dilakukan falent, melainkan bertanggung jawab atas
pelanggaran kewajiban hukumnya sendiri selaku PSE berdasarkan Pasal
1 angka 6a jo. Pasal 15 UU ITE, yang apabila memenuhi syarat Pasal
48 KUHP dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara korporasi.
Platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban secara terbatas
apabila secara sadar membiarkan konten yang melanggar tetap tersebar.
Penegakan hukum menghadapi kendala berupa kesulitan identifikasi
talent akibat anonimitas, yurisdiksi lintas negara, keterbatasan
kemampuan teknis aparat, serta rendahnya pelaporan dari korban.
Diperlukan penguatan substansi hukum, kapasitas aparat penegak
hukum, dan budaya hukum masyarakat agar pertanggungjawaban

pidana dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan.

B. Saran

1.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memberikan
penegasan normatif dalam peraturan perundang-undangan terkait
bahwa Virtual YouTuber bukan merupakan subjek hukum pidana,
melainkan hanya representasi digital dari individu yang berada di
baliknya, sehingga tidak menimbulkan kekaburan hukum dalam
penentuan pelaku tindak pidana di ruang digital. Penegasan tersebut
penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum secara
konsisten mengarahkan pertanggungjawaban pidana kepada talent

sebagai manusia alamiah (natuurlijk persoon), tanpa terjebak pada
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konstruksi identitas virtual yang bersifat semu dan berpotensi
menghambat proses penegakan hukum.

. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas teknis di bidang
forensik digital serta memperkuat koordinasi dengan agensi dan
platform digital guna mempermudah identifikasi talent dan pembuktian
unsur kesalahan dalam tindak pidana pelecehan seksual di ruang virtual.
Penguatan tersebut juga perlu diiringi dengan optimalisasi mekanisme
kerja sama lintas negara serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat
agar proses penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap talent,
agensi, dan PSE dapat berjalan secara efektif dan tidak terhambat oleh
kendala anonimitas, yurisdiksi, maupun rendahnya pelaporan dari

korban.
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